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P E N E T A P A N

Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan 

penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan 

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan 

Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon 

I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  SMP, pekerjaan 

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan 

Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai 

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya 

tertanggal 06 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Kolaka  dalam register dengan Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA Klk 

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2009, Pemohon I dan Pemohon II 

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan 

Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;

1
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2. Bahwa  pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di 

nikahkan oleh Imam Desa Lambai dan yang menjadi wali nikahnya 

Kakak kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-

masing bernama :

a. A B Dg M

b. T

dan dengan mas kawin berupa Motor 1 Unit; 

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut  Pemohon I berstatus perjaka  

dalam usia 39 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 

30 tahun;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah 

dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam 

maupun perundang-undangan yang  berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II 

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Lambai, 

Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di 

rumah kediaman bersama di Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka 

Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya 

suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak  yang bernama : A H binti 

S, umur 4 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang 

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama 

itu pula para  Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan 

tidak pernah bercerai;
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7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta 

Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ranteangin dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, 

ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat 

pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranteangin, Kabupaten 

Kolaka Utara;

8. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan 

Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai 

alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul akibat perkara ini;

      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dan 

Pemohon II (Nurjannah Binti Salam), yang dilakukan di wilayah 

Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon 

II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Penetapan Nomor:  0046/Pdt.P/2015/PA.klk,
Hal. 3 dari 10.
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Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan 

Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor : 

7408081012670001 dan Pemohon II (Pemohon II) Nomor : 

7408084104750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara bermaterai cukup dan telah sesuai 

dengan aslinya diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 

7408080705100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 13 Desember 2012 

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi  yang telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga 

saksi;

• Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena 

saksi menghadiri pernikahan tersebut;

• Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 September 

2009 di Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;

• Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II 

berstatus perawan;

• Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Kakak 

Kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam Desa Lambai;

• Bahwa yang menjadi saksi perkawinan tersebut adalah saksi sendiri dan 

T;

• Bahwa maharnya berupa 1 unit motor;

Disclaimer
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• Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah 

atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk menikah;

• Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah 

bercerai dan tetap beragama islam  dan telah dikaruniai  seorang anak 

bernama A H binti S;

• Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan 

dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

• Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan 

untuk menjadi dasar dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon I 

dan Pemohon II;

2. Saksi II;

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon 

II adalah sepupu saksi;

• Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena 

saksi menghadiri pernikahan tersebut;

• Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 September 

2009 di Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;

• Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II 

berstatus perawan;

• Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Kakak 

Kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam Desa Lambai;

• Bahwa yang menjadi saksi perkawinan tersebut adalah A B Dg M dan 

saksi sendiri;

• Bahwa maharnya berupa 1 unit motor;

• Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah 

atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk menikah;

• Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah 

bercerai dan tetap beragama islam  dan telah dikaruniai  seorang anak 

bernama A H binti S;

Penetapan Nomor:  0046/Pdt.P/2015/PA.klk,
Hal. 5 dari 10.
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• Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan 

dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

• Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan 

untuk menjadi dasar dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon I 

dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan 

sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada 

pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya 

mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal 

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya 

mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang 

dilaksanakan pada tanggal 14 September 2009;

  Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I 

dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon 

II yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II 

tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49  huruf a tentang pokok-pokok 

ketentuan Pasal  49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989  jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] 

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk 

memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh 

Disclaimer
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karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima 

untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-

dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana 

tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan 

keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka telah terbukti 

secara formil bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal 

sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah 

yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 

ayat [1] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan 

Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan 

Pemohon II, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana 

ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan 

keterangan di bahwah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus 

dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata 

satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat 

menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya :

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, yang 

menikah pada tanggal 14 September 2009, di Kecamatan Lambai, 

Kabupaten Kolaka Utara;

• Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai rukun 

dan syaratnya ;

• Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara 

hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor:  0046/Pdt.P/2015/PA.klk,
Hal. 7 dari 10.
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• Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah 

bercerai;

• Bahwa tujuan permohon Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk dijadikan 

dasar dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis 

Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon 

II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`ah Islam sehingga 

pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 

Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat [3] huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka 

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan; 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut 

telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat  dalam kitab :

1. I’anatut Thalibin juz 4 halaman 253-254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صححته 
وشروطه من نحو ولى وشاهدي عدل

Artinya: Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah  kepada perempuan 

harus menerangkan   shahnya nikah dan syarat-syaratnya   seperti wali 

dan dua orang saksi.

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح
Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa 

lagi berakal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
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tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini 

dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 

Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I [Pemohon I] dengan Pemohon II 

[Pemohon II] yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2009 di 

Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 521.000,-  (lima ratus dua puluh satu ribu ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis 

Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 

Syakban 1436 H oleh kami : Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, 

Hasnawati, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim 

Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka 

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Muh. Ilyas 

S., BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon 

II;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota Hakim Anggota 

                ttd                                                              ttd

Hasnawati, S.HI Abu Rahman Baba, S.HI

Penetapan Nomor:  0046/Pdt.P/2015/PA.klk,
Hal. 9 dari 10.
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Panitera Pengganti

                                                ttd

H. Muh. Ilyas S., BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 430.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp.   6.000,-
Jumlah  : Rp. 521.000,-
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